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Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai kedudukan yang sangat
penting dan strategis dalam pembangunan. Namun saat ini kemampuan sumber
daya manusia masih sangat rendah baik dilihat dari kemampuan intelektualnya,
maupun keterampilan teknis yang dimilikinya. Ada beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM dengan memberlakukan
evalusi kinerja dalam pelaksanaan tugas setiap hari. Dengan demikian dapat
diketahui sampai dimana kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Setidaknya dalam kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan
yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Diperlukan dorongan yang kuat
untuk memenuhi indikator kinerja tersebut agar mencapai hasil yang baik.
Dorongan-dorongan disini merupakan motivasi kerja yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai. Secara individu, motivasi kerja dapat dilihat pada usaha
peningkatan kebutuhan hidup mereka dan bagi organisasi. Motivasi kerja
dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku dalam
bekerja yang berujung pada kinerja pegawai.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi kerja
dengan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD)
Kabupaten Maros. Masalah yang diteliti adalah adakah hubungan yang positif
dan signifikan antar motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan didukung dengan data
sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil
pengolahan data kuesioner dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data
dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari penyebaran kuesioner kepada
responden, kemudian pengolahan data dengan uji validitas, uji reliabilitas, Uji
Korelasi Product Moment, kemudian Uji Signifikansi Koefisien Regresi
Sederhana (Uji t), dan terakhir menarik kesimpulan.
berdasarkan uji korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai,
terbukti ada hubungan yang kurang signifikan antara motivasi kerja dengan
kinerja pegawai. Hal ini dapat dibuktikan pada persamaan korelasi yang
memberikan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,274. Tanda positif (+) yang
diperlihatkan dari koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa meskipun tingkat
korelasinya rendah, namun berhubungan positif yang artinya jika variabel








Nazaruddin (E211 08 284), Work Motivation Relationship with Employee
Performance in Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat  (BKDD) Maros regency,
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Human Resources (HR), has a very important position and strategic
development. However, the current human resource capacity is still very low both
views of his intellectual abilities, as well as the technical skills they have. There
are several ways you can do to improve human resource capability to enforce the
performance evaluation of the implementation of tasks every day. Thus it can be
seen through which the ability of an employee in carrying out its duties and
functions. At least in the performance there are several things to consider is the
quality, quantity, and timeliness. A strong push is needed to meet these
performance indicators in order to achieve good results. Impulses motivation here
is to be owned by every employee. Individual, motivation can be seen in efforts to
improve their lives and the need for the organization. Motivation to work done to
see its effect on attitudes and behavior in the work that led to the performance of
employees.
The purpose of this study was to determine the relationship with the
performance of employee motivation to work on Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat (BKDD) Maros regency. Issues, there is a positive and significant
relationship between motivation to work with the performance of employees in
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros regency. The research
approach used is quantitative descriptive and supported by secondary data. The
type of data is primary data obtained from the processing of questionnaire data
and secondary data obtained from the processing of data and observations.
Techniques of data analysis began distributing questionnaires to the
respondents, and then processing the data to test the validity, reliability testing,
Test Product Moment Correlation and Simple Regression Coefficient Tests of
Significance (t test), and finally draw conclusions.
Test based on the correlation between the motivation to work with
employee performance, proved no less significant relationship between
motivation to work with employee performance. This can be evidenced in the
correlation equation which gives the correlation coefficient (r) of 0.274. Positive
sign (+) is shown from the correlation coefficient (r) indicates that although the
correlation is low, but positively related, which means if the variable increases
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Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai kedudukan yang sangat
penting dan strategis dalam pembangunan. Oleh karena sumber daya manusia
sebagai “Centre of development” juga berperan dalam pelaksanaan keberhasilan
pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan
Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perhatian pemerintah untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pegawai
pemerintah semakin mendapat proiritas utama. Kondisi ini dapat dilihat melalui
berbagai aktifitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas
pegawai secara umum. Namun bilamana pegawai sendiri tidak mempunyai
motivasi yang kuat untuk mengembangkan dirinya, maka apa yang dilakukan dan
diusahakan pemerintah kurang mendapat hasil. Dengan demikian motivasi
memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan.
Aparatur sebagai pelaksana pembangunan sangat strategis dan
menentukan, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan
dari waktu ke waktu sesuai dengan bidang tugasnya agar pelayanan kepada
masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Saat ini kemampuan sumber daya manusia masih sangat rendah baik
dilihat dari kemampuan intelektualnya, maupun keterampilan teknis yang
dimilikinya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan
2adanya perubahan sudut pandang untuk menghayati makna dari peningkatan
pelayanan publik/masyarakat. Paradigma ini harus tercermin dalam kesadaran
peran dan tertuang dalam kebudayaan organisasi. Budaya organisasi harus
disesuaikan dan diperkuat sehingga setiap setiap anggota organisasi mempunyai
referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak
boleh dilakukan.
Dengan bergulirnya reformasi dan berlakunya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 41 tahun 2007
tentang organisasi perangkat daerah, maka pembangunan daerah diarahkan
kepada beberapa kebijakan pembangunan yang menggambarkan perubahan
pembangunan dan pengembangan daerah serta pengelolaan pembiayaan
melalui penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan aparat daerah dalam
mengemban tugas dan fungsinya agar terwujud penyelenggaraan pembangunan
yang demokratis dan desentralistis.
Setelah bergulirnya otonomi daerah terjadi perubahan sikap pegawai
dalam pelaksanaan tugasnya. Perbedaan yang terjadi pada pegawai dipengaruhi
oleh latar belakang motivasi pegawai sebelum dilakukan restrukturisasi.
Perubahan sikap dan tingkah laku perlu diarahkan kepada pelaksanaan tugas
dan fungsi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam upaya memacu
semangat dan gairah kerja pegawai yang selama ini banyak dilakukan dan
mencari faktor-faktor yang memungkinkannya bisa memberikan solusi.
Dalam proses restrukturisasi tersebut, perlu diarahkan dalam suatu
sistem perbaikan kinerja yang dapat menunjang kebutuhan publik yang semakin
meningkat. Caranya dapat dilakukan dengan memberlakukan evalusi kinerja
3dalam pelaksanaan tugas setiap hari. Dengan demikian dapat diketahui sampai
dimana kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Setidaknya dalam kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu
kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Diperlukan dorongan yang kuat untuk
memenuhi indilator kinerja tersebut agar mencapai hasil yang baik. Dorongan-
dorongan disini merupakan motivasi kerja yang harus dimiliki oleh setiap
pegawai.
Secara individu, motivasi kerja dapat dilihat pada usaha peningkatan
kebutuhan hidup mereka dan bagi organisasi. Motivasi kerja dilakukan untuk
melihat pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku dalam bekerja.
Pada kenyataannya terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intern dan
ekstern. (Moekijat, 1999: 9) Pada motivasi intern dipengaruhi oleh keinginan-
keinginan dan kebutuhan yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan
motivasi ekstern yaitu berasal dari luar termasuk masalah-masalah hubungan
kerja, gaji, kondisi kerja dan kebijakan organisasi, serta masalah-masalah isi
pekerjaan, penghargaan, promosi, dan tanggung jawab.
Sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, setiap pegawai yang
bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros sangat
memerlukan adanya pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini dapat
memberikan efek positif dalam pelaksanaan kerja pegawai dalam pencapaian
target kerja organisasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan indikasi
kurangnya motivasi yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pegawai yang tidak
disiplin dalam bekerja. Kebanyakan dari mereka hanya berkumpul diluar kantor
dan membicarakan tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaanya. Hal
4ini mengakibatkan tidak efisiennya kerja organisasi. Lingkungan kerja di dalam
kantor pun kurang memberikan kenyaman kepada pegawai dalam bekerja.
Ruang kerja yang digunakan oleh pegawai untuk menjalankan tugas
kesehariannya sangat padat dengan banyaknya meja yang berhimpitan satu
sama lainnya sehingga ruang gerak pun terbatas ditambah dengan pencahayaan
dalah ruang kerja yang kurang terang. Selain itu kurangnya ketepatan waktu
yang digunakan oleh pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Hal-hal ini
tentunya akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja
Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) di Kabupaten
Maros”
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas,
maka dikemukakan rumusan masalah yaitu “Adakah hubungan yang positif dan
signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros?”
I.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka adapun tujuan dari
penelitian adalah untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kinerja
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros.
5I.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat
digunakan untuk:
1. Manfaat akademik;
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referansi yang dapat
menunjang untuk ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara
(study manajemen publik) dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis;
Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
informasi, dan perbandingan dalam meningkatkan produktifitas dan
kinerja pegawai dalam hal pemberian motivasi di Badan Kepegawaian





Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut
bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat
diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau
pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku.
Menurut Werungan dalam Hamzah B. Uno (2008: 3), motif dapat
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
1. Motif biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan
organism demi kelanjutan hidupnya, misalnya lapar, haus, kebutuhan
akan kegiatan dan istirahat, mengambil nafas, seksualitas, dan lain
sebagainya.
2. Motif sosiogenetis, yanitu motif-motif yang berkembang berasal dari
lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada. Jadi motif tidak
berkembang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan
kebudayaan setempat. Misalnya keinginan mendengarkan  music, makan
pecel, makan coklat, dan lain sebagainya.
3. Motif teologis, dalam motif ini manusia adalah makhluk yang
berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan Tuhan-
Nya, seperti ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk
merealisasikan norma-norma sesuai dengan agamanya.
7Sebelum megacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu kita menelaah
pengidentifikasian kata motif dan kata motivasi. Motif adalah daya penggerak
dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan
tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam
diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih
baik dalam memenuhi kebutuhannya. (Winkel dakam Hamzah B. Uno, 2008: 4)
Motivasi ditujukan kepada sumber daya manusia umumnya dan karyawan
pada khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya
dan potensi karyawan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai
dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena
menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau
bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.
Motivasi berasal dari kata latin ”movere” yang berarti “dorongan atau daya
penggerak”. Menurut Hasibuan (2008: 95) motivasi adalah pemberian daya
penggerak yang menciptakan gairah kerja seseorang, agar mereka mau bekerja
sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk
mencapai kepuasan.
Menurut Waxley & Yuky dalam Khaerul Umam (2010: 159) menyatakan
bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbulan motif atau dengan kata
lain sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja.
Sedangkan menurut Chung dan Magginson dalam triton PB (2010: 165)
mendefinisikan motivasi sebagai perilaku yang \ditujuakan kepada sasaran.
Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam
rangka mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja.
8.Lebih lanjut Stephen P. Robbins dalam Hasibuan (2008: 96) menyatakan
motivasi merupakan suatu kerelaan untuk usaha seoptimal mungkin dalam
pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk
memuaskan beberapa kebutuhan individu.
Moekijat (1999: 146) mengemukakan bahwa motivasi adalah:
Setiap perasaan atau keinginan yang sangat mempengaruhi kemauan
orang sehingga individu didorong untuk bertindak. Motivasi adalah
pengaruh, kekuatan yang menimbulkan kelakuan. Motivasi adalah proses
dalam menentukan gerakan atau perilaku individu dalam mencapai
tujuan.
II.1.2 Hakikat Motivasi
Pada prinsipnya seorang pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugas-
tugasnya tergantung dari kuatnya motif yang mempengaruhinya. Pegawai adalah
manusia dan manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan dalam
(innerneed) yang sangat banyak. Kebutuhan-kebutuhan ini membangkitkan motif
yang mendasari aktivitas individu. Namun demikian seseorang akan bertindak
atau berkelakuan menurut cara-cara tertentu yang mengarah kearah pemuasan
kebutuhan pegawai yang didasarkan pada motif yang lebih berpengaruh pada
saat itu.
Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep
kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan. Gitosudarmo (1997: 28)
menggambarkan proses siklus timbulnya motivasi sebagai berikut:
9Gambar 1. Proses Timbulnya motivasi
Sumber: (Gitosudarmo, 1997:28)
Berdasarkan gambar di atas, jelaslah bahwa motivasi seseorang bisa
saja berulang apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dari siklus yang pertama
yaitu munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya
ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya
dengan berperilaku berperilaku tertentu. Kedua, seseorang kemudian mecari
cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Ketiga, seseorang
mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-
cara yang telah dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan, keterampilan
maupun pengalamannya. Keempat, penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri

















Perilaku yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan finansial atau
jabatannya, umumnya dilakukan oleh atasan atau pimpinan organisasi. Kelima,
imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tertanggung kepada
evaluasi atas prestasi yang dilakukan. Keenam, akhirnya seseorang menilai
sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya.
Jika siklus timbulnya motivasi tersebut telah memuaskan kebutuhannya,
maka suatu keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tertentu dirasakan.
Akan tetapi masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi maka akan terjadi lagi
proses pengulangan dari siklus terjadinya dengan perilaku yang berbeda.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan
dorongan dari diri (diri sendiri) atau internal tention, hal yang menyebabkan,
menyalurkan dan merupakan latar belakang yang melandasi perilaku seseorang.
Manusia dalam suatu kegiatan tertentu bukan saja berbeda dalam
kemampuannya, namun juga berbeda dalam kemauan untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut.
II.1.3 Teori-Teori Motivasi
Menurut Gibson dalam Triton PB (2010: 165) secara umum teori motivasi
dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu content theory atau teori
kepuasan dan process theory atau teori proses. Dari banyaknya teori motivasi
yang berkembang selama ini, teori motivasi kepuasan lebih sering digunakan
dalam aplikasi di lapangan.
Teori motivasi kepuasan (Content Theory) ini berdasarkan pada faktor-
faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga individu-individu tersebut
11
bersedia melakukan aktivitasnya. Teori motivasi kepuasan dengan demikian
lebih bereferensi kepada diri seseorang.
Teori motivasi kepuasan berusaha mengetahui tentang kebutuhan-
kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan dan dapat mendorong semangat
kerja individu. Pada dasarnya, standar kebutuhan individu yang semakin tinggi
dan juga semakin meningkatnya kepuasan yang diinginkan menyebabkan
semakin giat individu dalam melakukan pekerjaannya.
Teori-teori yang termasik dalam klasifikasi ini antara lain teori motivasi
klasik dari Taylor, teori hierarki kebutuhan (need hierarchi) dari Abraham Maslow,
teori dua faktor (two factors) dari Frederick Herzberg, teori motivasi prestasi
(archievement motivation) dari Mc. Clelland, dan teori ERG (existance,
relatedness, and grouth) dari Alderfer. (Triton PB, 2010: 168)
II.1.3.1 Teori Motivasi Klasik
Menurut teori motivasi klasik dari Taylor, motivasi pekerja hanya ditujukan
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Teori motivasi
klasik memandang bahwa individu bekerja dengan penuh motivasi dengan tujuan
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. (Hasibuan, 2008: 104)
Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan terpenuhi, jika gaji atau upah
(uang atau barang) yang diberikan cukup besar. Jadi jika gaji atau upah
karyawan dinaikkan maka semangat bekerja mereka meningkat.
II.1.3.2 Teori Hirarki Kebutuhan (Need Hierarchi)
Teori hirarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia
ditempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah
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kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Gitosudarmo (1997: 30) menjelaskan
bahwa teori ini didasarkan pada tiga asumsi dasar sebagai berikut:
1. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarki, mulai dari kebutuhan
yang paling mendasar sampai ke kebutuhan yang kompleks atau paling
tinggi tingkatannya.
2. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat mempengaruhi perilaku
seseorang, dimana hanya kebutuhan yang belum terpuaskan yang dapat
menggerakkna perilaku. Kebutuhan yang telah terpuaskan tidak dapat
berfungsi sebagai motivator.
3. Kebutuhan yang lebih tinggi berfungsi sebagai motivator apabila
kebutuhan yang hirarkinya lebih rendah paling tidak telah terlupakan
secara minimal.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan
seseorang yang berjumlah lebih dari satu macam memiliki jenjang, artinya
apabila kebutuhan jenjang pertama yang pada tingkat awal mengutama telah
terpenuhi maka kebutuhan jenjang kedua akan muncul mengutama, apabila
kebutuhan jenjang kedua telah terpenuhi maka kebutuhan jenjang ketiga akan
muncul mengutama, demikian seterusnya sampai dengan terpenuhinya
kebutuhan jenjang kelima. Kelima jenjang tersebut adalah kebutuhan fisik
(physiological needs), kebutuhan rasa aman (safety needs), kebutuhan
berkelompok/sosialisasi, kebutuhan penghormatan (esteem needs), dan
kebutuhan aktualisasi diri (self-actualitation needs). (Sutarto, 2006: 147)
1. Kebutuhan fisik
Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar. Sebelum seseorang
menginginkan kebutuhan lain, kebutuhan fisik ini akan muncul
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mengutama terlebih dahulu, dan diusahakan untuk dapat terpenuhi
pemuasannya paling dulu. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar
karena timbul dari rasa yang paling pertama timbul pada diri seseorang
yaitu rasa lapar dan haus. Rasa ini muncul lebih dahulu sebelum
seseorang memiliki rasa ingin ingin berpakaian, bergaul, dihormati,
berprestasi. Dengan demikian kebutuhan fisik merupakan kebutuhan
dasar oleh karena di samping alasan seperti tersebut di atas, ada alasan
lain yang lebih utama, yaitu alasan untuk dapat hidup yang kemudian
dapat menimbulkan bermacam-macam kebutuhan lain.
2. Kebutuhan rasa aman
Menurut Sutarto (2006: 149) kebutuhan rasa aman terdiri dari kebutuhan
yang bersifat material seperti pakaian, tempat berteduh atau rumah,
kebutuhan yang bersifat semi material seperti pensiun, jaminan hari tua,
asuransi, kebutuhan yang bersifat bukan material seperti kebutuhan akan
rasa aman di tempat kerja, keyakinan tidak akan mendapat imbalan buruk
apabila mengajukan pendapat tentang tatacara kerja baru yang diajukan
secara bertanggung jawab.
Sedangkan menurut Hasibuan (2008: 105), kebutuhan rasa aman adalah
kebutuhan akan keamanan dari ancaman yaknimerasa aman dari
ancaman kecelakaan dan kesemalatan dalam melakukan pekerjaan.
Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, yaitu:
a) Kebutuhan akan keamanan  dan keselamatan juwa ditempat
pekerjaan pada saat mengerjakan pekerjaan di waktu jam-jam kerja.
Dalam arti luas, setiap orang membuhkan keamanan dan
keselamatan jiwanya dimana pun ia berada.
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b) Kebutuhan akan keamanan harta di tempat pekerjaan pada waktu
jam-jam kerja. Pentingnya memuaskan kebutuhan ini jelas terlihat
pada organisasi modern, tempat pimpinan organisasi mengutamakan
keamanan dan keselamatan dengan mempergunakan kecanggihan
atau pengawalan. Bentuk lain dari pemuasan kebutuhan ini dengan
memberikan perlindungan saruransi (astek) kepada para pegawai.
3. Kebutuhan sosialisasi
Kebutuhan sosialisasi/berkelompok merupakan kebutuhan jenjang ketiga.
Yang termasuk kebutuhan ini misalnya kebutuhan bergaul, bersekutu,
membina persahabatan, menyelesaikan pekerjaan bersama-sama, dan
lain-lain.
Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan tidak
seorang pun manusia ingin hidup sendiri menyendiri di tempat terpencil.
Karena manusia adalah makhluk sosial, sudah jelas ia menginginkan
kebutuhan-kebutuhan sosial yang menurut Hasibuan (2008:106) terdiri
dari empat kelompok, yaitu;
a) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia
hidup dan bekerja (sense of belonging).
b) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia mereasa
dirinya penting (sense of importance). Serendah-rendahnya
pendidikan dan kedudukan seseorang ia tetap merasa dirinya
penting. Karena itu dalam memotivasi pegawai, pimpinan harus dapat
melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa tenaga mereka
diperlukan dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
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c) Kebutuhan akan perasaan kemajuan dan tidak seorang pun yang
menyenangi kegagalan. Kemajuan di segala bidang merupakan
keinginan dan kebutuhan yang menjadi iadaman setiap orang.
d) Keinginan akan perasaan ikut serta (sense of participation). Setiap
pegawai akan merasa senang, jika diikutsertakan dalam kegiatan
organisasi dalam arti diberi kesempatan untuk mengemukakan saran-
saran atau pendapat-pendapatnya kepada pimpinan mereka.
4. Kebutuhan penghormatan
Kebutuhan penghormatan adalah kebutuhan akan penghargaan diri,
pengakuan serta pengakuan prestise dari pegawai dan masyarakat
lingkungannya. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi
tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu diperhatikan oleh pimpinan
bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau
posisi seseorang dalam suatu organisasi maka semakin tinggi pula
prestasinya.
5. Kebutuhan aktualisasi diri
Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan menonjolkan keberadaan diri
dengan menggunakan kecakapan, kamampuan, keterampilan, dan
potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan
atau luar biasa yang sulit dicapai orang.
Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seseorang secara
penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya
dapat berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat
16
dilakukan oleh para pimpinan organisasi dengan menyelenggarakan
pendidikan dan latihan.
Menurut Hasibuan (2008: 107) ada dua hal yang membedakan antara
kebutuhan aktualisasi diri dengan kebutuhan lainnya, yaitu pertama;
kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipenuhi dari luar; pemenuhannya
hanya berdasarkan keinginan atas usaha individu itu sendiri. Dan yang
kedua; aktualisasi diri berlangsung dengan pertumbuhan seorang
individu. Kebutuhan ini berlangsung terus menerus terutama sejalan
dengan meningkatnya jenjang karier seorang individu.
Keberadaan jenjang kebutuhan ini merupakan ciri khas dari teori Maslow
tetapi juga menimbulkan kritik karena dalam kehidupan nyata pemuasan
kebutuhan manusia seringkali simultan dan tidak selalu berurutan satu demi satu
II.1.3.3 Teori Dua Faktor (Two Factors)
Herzberg dalam Gitosudarmo (1997: 34) mengemukakan teori kepuasan
yang disebut teori dua faktor tentang motivasi. Dua faktor tersebut dinamakan
faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang
merasa puas (dissatisfiers – satisfiers).
Teori ini dihasilkan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Hezberg
terhadap 200 orang akuntan dan insinyur. Dari hasil penelitian tersebut
menghasilkan dua kesimpulan yaitu sebagai berikut: (Gitosudarmo, 1997: 35)
1. Ada sejumlah kondisi ekstrinsik pekerjaan (extrinsic job condition), yang
apabila kondisi ini tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan di antara para
pegawai. Kondisi ini disebut dengan dissatisfiers atau hygiene factors,
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karena kondisi atau faktor-faktor tersebut dibutuhkan minimal untuk
menjaga adanya ketidak puasan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan








g. Kualitas hubungan antar pribadi dengan atasan, bawahan dan
sesama pegawai.
h. Jaminan sosial.
2. Sejumlah kondisi intrinsik pekerjaan (intrinsic job conditions) yang apabila
kondisi terebut ada dapat berfungsi sebagai motivator, yang dapat
menghasilkan prestasi kerja yang baik. Tetapi jika kondisi atau faktor-
faktor tersebut tidak ada, tidak akan menyebabkan adanya
ketidakpuasan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan isi pekerjaan
yang disebut dengan nama faktor pemuas (satisfiers). Faktor-faktor
pemuas tersebut adalah seperti dibawah ini:
a. prestasi.
b. Pengakuan.




f. Kebutuhan dan perkembangan pribadi.
Faktor hygiene atau dissatisfiers merupakan faktor pencegah yang
esensial untuk mengurangi adanya ketidakpuasan. Tidak adanya faktor-faktor
tersebut dalam organisasi cenderung menyebabkan adanya ketidakpuasan yang
mendalam. Dengan hygiene faktor atau faktor keadaan pekerjaan (job contex)
tidak memotivasi seseorang untuk berprestasi lebih baik.
Faktor pemuas atau motivator yang merupakan kondisi kerja intrinsik
yang dapat memotivasi prestasi kerja seseorang. Menurut Herzberg dalam
Gitosudarmo (1997: 36) faktor-faktor seperti tantangan tugas, penghargaan atas
hasil kerja yang baik, peluang untuk mencapai kemajuan, pertumbuhan pribadi,
dan pengembangan dapat memotivasi perilaku pegawai.
Teori dua faktor mempredisikan bahwa perbaikan dalam motivasi hanya
akan nampak jika tindakan atasan tidak hanya dipusatkan  pada kondisi ektrinsik
pekerjaan tetapi juga pada faktor kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri.
II.1.3.4 Teori ERG (Existance, Relatedness, and Growth)
Sebagaimana halnya dengan teori  hirarki kebutuhan, teori ERG dari
Clayton Alderfer juga menganggap bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam
suatu hirarki. Alderfer dan Maslow sependapat bahwa orang cenderung
meningkat hirarki kebutuhannya sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan
dibawahnya. Akan tetapi Alderfer tidak yakin atau tidak sependapat dengan
Maslow, bahwa suatu kebutuhan harus terpuaskan terlebih dahulu sebelum
tingkat kebutuhan yang di atasnya muncul. Kalau teori hirarki kebutuhan dari
Maslow menganggap bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam lima hirarki
maka teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki tiga hirarki
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kebutuhan. Selanjuutnya Gitosudarmo (1997: 32) menjelaskan ketiga kebutuhan
tersebut meliputi kebutuhan akan eksistensi (existence needs), kebutuhan akan
menjalin hubungan (relatedness needs) dan kebutuhan akan pertumbuhan
(growth needs).
1. Kebutuhan eksistensi
Kebutuhan eksistensi ini sama dengan kebutuhan fisiologis dan
kebutuhan akan rasa aman dari Maslow. Kebutuhan eksistensi berupa
semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan material
dan kebutuhan rasa aman seperti kebutuhan akan makanan, minuman,
pakaian, perumahan, dan keamanan. Jika dalam organisasi kebutuhan ini
termasuk di dalamnya upah, kendisi kerja, jaminan sosial, dan lain
sebagainya.
2. Kebutuhan menjalin hubungan
Kebutuhan akan ketertarikan sama dengan kebutuhan sosial dari Maslow.
Kebutuhan akan keterikatan meliputi semua bentuk kebutuhan yang
berkaitan dengan kepuasan hubungan antarpribadi di tempat kerja.
3. Kebutuhan pertumbuhan
Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi semua kebutuhan yang berkaitan
dengan pengembangan potensi seseorang termasuk kebutuhan
aktualisasi diri dan penghargaan dari Maslow. Kepuasan atas kebutuhan
pertumbuhan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu tugas tidak saja
ingin menggunakan dan menunjukkan kemampuannya secara maksimal
tetapi juga untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan baru.
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II.2 Konsep Kinerja
Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun,
dimana Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Kinerja pegawai juga
ditunjukkan dengan bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai
tujuan tersebut. Berbagai defenisi kinerja menurut para ahli yaitu sebagai berikut:
1. Menurut Veithzal Rivai (Veitzel Rivai, 2004: 309) menyatakan bahwa
“Kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan
perannya dalam perusahaan”.
2. Menurut Wibowo (2007: 47) bahwa “Kinerja merupakan tanggung jawab
setiap individu terhadap pekerjaannya, membantu mendefinisikan
harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi supervisor dan
pekerja saling berkomunikasi“.
3. Gibson dalam wibowo (2007: 47) juga mengungkapkan bahwa “Kinerja
merupakan perpaduan antara motivasi yang ada pada diri seseorang dan
kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan”.
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketehui bahwa kinerja
pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang akan dicapai
oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh aparatur yang
biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap aparatur atau organisasi.




Menurut Bernadin dalam Sudarmanto (2009: 12) bahwa dalam mengukur
kinerja pegawai diperlukan indikator antara lain:
1. Kualitas pekejaan (Quality): nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian
dalam melaksanakan pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri.
2. Kuantitas pekerjaan (Quantity): jumlah pekejaan yang dihasilakan ata
dilakukan, dan ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah
kegiatan yang telah di ker jakan atau yang terlaksana.
3. Ketepatan waktu (Timeliness): nilai dimana suatu pekerjaan dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada
waktu yang ditentukan.
4. Kebutuhan akan pengawasan (Need for supervision): dimana pegawai
tanpa ragu untuk meminta bantuan atau petunjuk dari supervisor untuk
melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari kekelirun yang berakibat
buruk bagi organisasi.
5. Efektifitas biaya (Cost-efferctiveness): terkait dengan penggunaan
sumber-sumber organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil
atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-sumber
organisasi.
6. Kemampuan diri (Interpersonal Impact): terkait dengan kemampuan
individu  dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan
kerja sama diantara sesame pekerja dan pegawai.
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II.2.2 Penilaian Kinerja
Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan
Leon C.Menggisson dalam A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 9) adalah
sebagai berikut :
“Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses
yang digunakan pimpina untuk menentukan apakah seorang karyawan
melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ”.
Selanjutnya Andrew E. Sikula dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 10)
mengemukakan bahwa:
“ Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan
pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses
penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek
orang ataupun sesuatu(barang).”
Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi
kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil
pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk
menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan
tanggungjawab yang sesuai, memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada
karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik dimasa
mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi
jabatan atau penentuan imbalan.
Bacal dalam Wibowo (2007: 75) memandang manajemen kinerja sebagai
proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara
bawahan dengan atasan. Berlangsungnya proses komunikasi ini meliputi
kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan
yang akan dilakukan. Proses komunikasi merupakan suatu sistem, memiliki
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sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan, apabila manajemen
kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan pegawai.
II.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Adapun faktor variabel yang mempengaruhi kinerja (Prawisentono, 1999:
27), yaitu:
1. Efektifitas dan efisiensi
Efektifitas dari kelompok adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat
dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan
efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam
upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar,
maka dapat dikatakan tidak efisien.
2. Otoritas dan tanggung jawab (authority dan responsibility)
Authority adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam
suatu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang peserta
organisasi kepada anggota organisasi lain untuk melakukan suatu
kegaiatan kerja. Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan
perintah (kepada bawahan), sedangkan tanggung jawab adalah bagian
yang tak terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang
tersebut.
3. Disiplin
Disiplin adalah taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin
pegawai adalah ketaatan pegawai dalam menghormati aturan-aturan
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instansi dimana dia bekerja. Disiplin juga berkaitan dengan sanksi yang
perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.
4. Inisiatif
Menurut Robert E. Quin dalam bukunya Becoming A Master Manajer,
A Competency Framework, dinyatakan bahwa iniciative involves thinking
out a plan and ensuring it success. This give zeal and energy to
organization. (Inisiatif seseorang atasan ataupun bawahan berkaitan
dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan
sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi).
II.3 Pegawai Negeri Sipil
II.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai negeri sipil adalah aparatur Negara atau merupakan kelompok
masyarakat yang bekerja selaku birokrasi pemerintahan. Pegawai negeri sipil
adalah mereka yang bekerja pada institusi-insitusi pemerintahan, baik
pemerintah pusat maupun daerah. Institusi-institusi pemerintah ini adalah
merupakan perangkat administrasi Negara yang bertugas memberikan
pelayanan-pelayanan umum serta pelayanan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Herbert A. Simon dalam Handayaningrat (1989: 70), mengemukakan ciri-
ciri pokok dari administrasi pemerintah yaitu:
1. Kegiatannya berdasarkan atas hukum dalam arti bertanggung
jawabkan secara hukum
25
2. Kegiatannya berdasarkan atas  keputusan politik yang dibuat oleh
badan yang berwenang
3. Pengaturan organisasinya bersifat birokrasi, artinya pengaturan
organisasi pemerintah didasarkan atas struktur prosedur kerja yang
diatur dalam ketentuan yang berlaku
Menurut Logemann dalam Hartini (2008: 31)dengan menggunakan
kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan
Pegawai negeri dengan memberikan pengertian Pegawai negeri sebagai tiap
pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.
Menurut handayanigrat (1989: 54), mengemukakan bahwa Kepegawaian
Pemerintah adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan kelembagaan
pemerintah, keamanan, dan ketertiban, lembaga pelayanan jasa, perbankan dan
perekonomian.
Pegawai negeri sipil, menurut Kamus umum bahasa Indonesia, pegawai
berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)
sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai negeri sipil
adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
Berdasarkan Undang-undang tentang Pegawai negeri pasal 1 angka 1
berkaitan dengan  hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi),
menjelaskan bahwa:
“Pegawai  negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
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Kemudian pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
berkaitan dengan hubungan pegawai negerim dengan pemerintah atau
mengenai kedudukan pegawai negeri, menjelaskan bahwa:
“pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan.”
Berdasarkan pengertian dari undang-undang tersebut di atas, terdapat
unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut::
1. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut
peraturan perundang-undangan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.
4. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya I.G. Wursanto (1991: 16) menjelaskan mengenai pegawai
dalam perspektif manajemen bahwa:
“Kepegawaian adalah manajemen yang berhubungan dengan
perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap bermacam-
macam fungsi pelaksanaan usaha untuk mendapatkan, mengembangkan
dan memelihara para pegawai sedemikian rupa, sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai seefisien mungkin sehingga produktivitas dapat
meningkat”.
Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah pentingnya kedudukan pegawai
dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pegawai dalam suatu organsasi maka
sistem manajemen tidak akan berjalan yang pada akhirnya tujuan dari organisasi
tersebut tidak akan pernah tercapai.
II.3.2 Jenis Pegawai Negeri Sipil
Mengenai jenis pegawai negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No.
43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri dibagi menjadi:
27
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan penjabaran di atas, yang dimaksudkan  dalam pembahasan
disini adalah Pegawai Negeri Sipil bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil
merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara.
Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi
menjadi :
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah
Non departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di
Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada
Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi
yang menerima perbantuan. (Hartini, 2008: 37)
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II.4 Kerangka Konsep
Pegawai sebagai penggerak roda organisasi memiliki peran yang sangat
penting dalam menentukan kehidupan dari sebuah organisasi. Perhatian khusus
pun harus senantiasa diberikan mengingat setiap pegawai ini memiliki pribadi
yang berbeda-beda dengan motivasi dalam bekerja yang berbeda pula.
Untuk melihat motivasi dari pegawai tersebut, penulis menggunakan teori
ERG (Existance, Relatedness, and Growth) dari Clayton Alderfer. Menurutnya
manusia memiliki tiga hierarki kebutuhan yaitu kebutuhan akan eksistensi,
kebutuhan untuk menjalin hubungan, dan kebutuhan akan pengembangan.
1. Kebutuhan eksistensi, berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam
kebutuhan fisiologis dan material dan kebutuhan rasa aman seperti
kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan
keamanan. Jika dalam organisasi kebutuhan ini termasuk di dalamnya
upah, kendisi kerja, jaminan sosial, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan menjalin hubungan, meliputi semua bentuk kebutuhan yang
berkaitan dengan kepuasan hubungan antarpribadi di tempat kerja.
3. Kebutuhan pertumbuhan, meliputi semua kebutuhan yang berkaitan
dengan pengembangan potensi seseorang termasuk kebutuhan
aktualisasi diri dan penghargaan. Kepuasan atas kebutuhan pertumbuhan
oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu tugas tidak saja ingin
menggunakan dan menunjukkan kemampuannya secara maksimal tetapi
juga untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan baru.
Setelah mengetahui dasar motivasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut,
maka haruslah dilakukan peningkatan kinerja. Dalam peningkatan kinerja ini,
diperlukan indikator dalam pengukuran kinerja. Menurut Bernardin dalam
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Sudarmanto (2009: 12) menyatakan dalam mengukur kinerja pegawai
diperlukan indikator antara lain:
1. Kualitas pekejaan: nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian dalam
melaksanakan pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri.
2. Kuantitas pekerjaan: jumlah pekejaan yang dihasilakan ata dilakukan, dan
ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang
telah di ker jakan atau yang terlaksana.
3. Ketepatan waktu: nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan.
4. Kebutuhan akan pengawasan: dimana pegawai tanpa ragu untuk
meminta bantuan atau petunjuk dari supervisor untuk melaksanakan
pekerjaan akan terhindar dari kekeliruan yang berakibat buruk bagi
organisasi.
Dengan mengadopsi kedua konsep tersebut yaitu teori motivasi ERG dari
Clayton Alderfer dan indikator pengukuran kinerja menurut Bernardin, penulis
mencoba melihat hubungan keterkaitan antara keduanya. Untuk lebih singkatnya
dapat dilihat dari kerangka konsep berikut ini.
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Gambar 2. Kerangka Konsep
Sumber: diadopsi dari teori motivasi ERG dari Clayton Alderfer dan

































Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah
pendekatan kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan
yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan.
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
(BKDD) Kabupaten Maros, Jalan Jendral Sudirman Maros.
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
dasar penelitian survey, yang berarti berupaya menggambarkan secara umum
tentang masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini tentang hubungan motivasi
kerja dengan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD)
Kabupaten Maros.
III.4 Unit Analisis
Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang
menjadi unit analisis adalah individu atau pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros.
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III.5 Populasi dan Sampel
III.5.1 Populasi
Populasi penelitian merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang
menjadi objek penelitian. Populasi secara umum dapat didefinisikan sebagai
sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi dalam
penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di Badan kepegawaian Daerah (BKD)
kabupaten Maros yang berjumlah 52 orang dengan rincian populasi sebagai
berikut:
Tabel 1. Rincian Populasi Berdasarkan Golongan








Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dan
mencerminkan secara keseluruhan dari populasi yang akan diteliti. Sampel dapat
didefinisikan sebagai kelompok kecil dari elemen-elemen yang terseleksi dari
kelompok target yang lebih besar dan diharapkan dari informasi tersebut dapat
dibuat penilaian mengenai kelompok yang lebih besar. Berdasarkan jumlah
populasi yang relatif sedikit, maka penentuan sampel dilakukan dengan
menggunakan sistem sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan
menempatkan seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2008: 124). Dengan




Defenisi operasional ditujukan untuk memperjelas indikator-indikator yang
digunakan dalam penelitian.
Motivasi kerja adalah segala sesuatu yang menggerakkan, mendorong dan
mendasari seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini
yang termasuk dalam motivasi kerja ini adalah kompensasi, kondisi kerja,
jaminan kerja, hubungan antar pegawai, hubungan antara pegawai dan
pimpinan, aktualisasi diri, pendidikan dan latihan, dan penghargaan.
1. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang
sebagai balas jasa atas apa yang dikerjakan. Kompensasi yang dimaksud
termasuk kesesuaian kompensasi dengan pekerjaan yang dikerjakan,
adanya tunjangan yang diberikan, dan lain sebagainya.
2. Kondisi kerja adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan
seseorang bekerja seperti luas dan penataan ruangan yang nyaman,
suasana kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, kelengkapan dan
kondisi prasarana yang ada.
3. Jaminan kerja merupakan pemberian perlindungan keamanan atas
pekerjaan yang sedang dikerjakannya oleh organisasi. Jaminan kerja
disini juga berarti adanya jaminan atas posisi dan kedudukannya di dalam
organisasi agar tidak mudah berpindah ke posisi yang tidak
menguntungkan baginya, adanya jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas.
4. Hubungan antar pegawai adalah hubungan interaksi antar individu
pegawai di dalam tempat kerja. Interaksi yang terjadi bisa berupa diskusi,
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sharing pengetahuan, bekerja sama, dan lain sebagainya yang dapat
memberikan indikasi keharmonisan hubungan dalam pelaksanaan tugas.
5. Hubungan antara pegawai dan pimpinan merupakan segala interaksi
yang terjadi antara pegawai dan pimpinan organisasi. Interaksi dapat
terjadi berupa pemberian kebebasan kepada pegawai untuk
mengeluarkan pendapat, menyampaikan keluhan atau ketidaksetujuan
atas kebijakan pimpinan, pemberian tanggung jawab, dan mengikut
sertakan pegawai atau pewakilan pegawai dalam rapat yang membahas
tentang hal-hal yang strategis mengenai organisasi.
6. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk menonjolkan keberadaan diri
dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pekerjaan dengan
menggunakan seluruh kemampuan, potensi dan kecakapan yang dimiliki
untuk mencapai hasil yang memuaskan bahkan luar biasa yang sulit
dicapai oleh orang lain.
7. Pendidikan dan Latihan merupakan usaha untuk memberikan tambahan
pengetahuan dan berbagai training kepada pegawai dengan harapan
setelah menjalaninya dapat meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik dari sebelumnya.
8. Penghargaan merupakan suatu pemberian kepada seseorang pegawai
atas  prestasi yang telah dicapainya dan melebihi dari apa yang pegawai
lain lakukan. Penghargaan ini dapat berupa kenaikan pangkat, bonus,
dan lain sebagainya yang menjadikannya lebih giat untuk bekerja dan
mempertahankan prestasinya.
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kinerja pegawai merupakan perwujudan hasil kerja yang dilakukan oleh
pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai
atau organisasi. Kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah kualitas, kuantitas,
ketetapan waktu, dan kebutuhan akan pengawasan.
1. Kualitas pekerjaan adalah mutu yang dihasilkan sebagai hasil akhir dari
pekerjaan yang dikerjakan. Hal ini dapat dilihat dengan melihat
bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan perintah, pekerjaan yang
dilakukan berdasarkan input yang ada, dan lain sebagainya sehingga
akan mencapai target kerja yang ditetapkan.
2. Kuantitas pekerjaan adalah jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai
oleh seorang pegawai dalam satu rentang waktu tertentu. Kuantitas yang
dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyelesaian pekerjaan dengan waktu
yang singkat dan tugas yang dikerjakan tanpa adanya perbaikan.
3. Ketepatan waktu adalah nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang
ditentukan dan adanya kelonggaran waktu apabila terjadi kesalahan
pelaksanaan tugas.
4. Kebutuhan akan pengawasan adalah dimana pegawai tanpa ragu untuk
meminta bantuan atau petunjuk dari pimpinan/pegawai lain untuk
membantu melaksanakan pekerjaan agar terhindar dari kekeliruan yang
berakibat buruk bagi organisasi
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III.7 Jenis dan Sumber Data
III.7.1 Data Primer
Data primer adalah data yang dipeoleh secara langsung dari dilapangan
dan yang diperoleh pula dari hasil kuesioner yang bersumber dari para
responden.
III.7.2 Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang dimiliki dari sumber dokumen melalui
sumber penelusuran berbagai sumber kajian yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, seperti melalui perpustakaan, laporan hasil penelitian serta dokumen
lainnya.
III.8 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian,
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Kuesioner (angket), dilakukan dengan cara membagikan daftar
pertanyaan kepada responden dalam penelitian. Data-data yang
diperoleh dari lokasi penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan
teknik analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan skala likert,
berdasarkan fakta atau kejadian di lapangan. Skala likert digunakan untuk
menjabarkan indikator variabel dari variabel yang akan diukur. Kemudian
indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun bagian-bagian
instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.
Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai pertanyaan yang diajukan kepada responden diberi gradasi
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dari sangat setuju/selalu/sangat positif, setuju/sering. positif, ragu-
ragu/kadang-kadang/netral, tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif,
sangat tidak setuju/ tidak pernah atau gradasi lain yang disesuaikan
dengan pertanyaan koesioner yang diajukan. Pemberian skor dimulai dari
skor tertinggi dengan skor 5 hingga terendah dengan skor 1. Klasifikasi
sebutan dengan kategori sangat cukup (SC) dengan skor 5, cukup (C)
dengan skor 4, sedang (S) dengan skor 3, kurang (K) dengan skor 2, dan
sangat kurang (SK) dengan skor 1.
2. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data
yang kongkrit di lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan melalui
observasi terbatas dengan berupaya mengumpulkan data primer dan
sekunder. Pengumpulan data melalui observasi digunakan untuk
memperkuat data yang diperoleh melalui data kuesioner.
3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan,
tabel, karya tulis ilmiah maupun dokumen peratutan pemerintah dan





Berdasarkan tujuan penelitian, penulis menganggap bahwa Terdapat
pengaruh yang signifikan antara komunikasi organisasi terhadap kinerja
staff/pegawai di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros.
III.9.2 Hipotesis Statistik
Dengan sarana SPSS for windows ini, penulis menggunakan significant
level < α, yang artinya ada pengaruh antar variabel. Kemudian signifikan level >
α, yang artinya tidak ada pengaruh antar variabel. Pada perhitungan ini penulis
menetapkan α sebesar 5 %.
Hipotesis yang akan diuji:
1. H0 : tidak ada hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai.
2. H1 : ada hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai.
Setelah ditemukan hasilnya, maka akan diketahui apakah terdapat
pengaruh atau tidak antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai di badan
kepegawaian daerah dan diklat kabupaten maros.
III.10 Operasional Konsep
Tabel 2. Operasional Konsep




Kompensasi 1. Kompensasi yang diterima
sesuai dengan pekerjaan yang
dikerjakan
2. Adanya pemberian tunjangan
yang cukup




 Sangat Kurang (SK)
Kondisi Kerja 1. Penataan ruang kerja yang  Sangat Cukup (SC)
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nyaman
2. Pencahayaan yang cukup
3. Kelengkapan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan
tugas




 Sangat Kurang (SK)
Jaminan Kerja 1. Jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas
2. Adanya jaminan posisi/jabatan
yang tidak mudah berubah
dalam struktur organisasi
3. Jaminan haritua yang
memadai




 Sangat Kurang (SK)
Hubungan
Antar Pegawai
1. Adanya sharing pengetahuan
antara sesama pegawai
2. Terjadinnya kerjasama dalam
pelaksanaan tugas
3. Melakukan diskusi dalam
menyelesaikan masalah
pekerjaan
4. Keharmonisan hubungan antar
personal dalam tempat kerja

















pegawai sesuai dengan tugas
dan kemampuannya
4. Pegawai diikut sertakan dalam
rapat yang membahas hal-hal
strategis mengenai organisasi




 Sangat Kurang (SK)
Aktualisasi Diri 1. Dalam melaksanakan
tugasnya dilakukan dengan
seluruh kemampuan, potensi,
dan kecakapan yang dimiliki
2. Selalu berusaha untuk lebih
menonjol dari pegawai lainnya




 Sangat Kurang (SK)
Pendidikan dan
Latihan
1. Pegawai diberikan pelatihan
sebelum ditempatkan dalam
bidang tertentu
2. Pegawai sering diikutserakan
dalam berbagai pendidikan
dan pelatihan (diklat)
3. Adanya perubahan perilaku,
semangat kerja, dan inisiatif




 Sangat Kurang (SK)
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setelah mengikuti diklat.
Penghargaan 1. Adanya pemberian promosi
jabatan
2. Adanya pemberian bonus




 Sangat Kurang (SK)
Kinerja
Pegawai
Kualitas 1. Pekerjaan dilakukan









 Sangat Kurang (SK)

















sesuai dengan waktu yang
diberikan












1. Tidak ragu untuk meminta
bantuan atau petunjuk dari
pimpinan/pegawai lain untuk
melakukan pekerjaan
2. Pelanggaran yang dilakukan
diberi sanksi yang setimpal




 Sangat Kurang (SK)
III.11 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku umum,
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penulis menggunakan beberapa metode pengujian data dalam penelitian
ini. Diantaranya sebagai berikut:
1. Menentukan distribusi frekuensi tiap indikator
Dalam menentukan distribusi frekuensi tiap indikator harus dilakukan
dengan penghitungan jumlah semua item pada tiap indikator kemudian
digunakan interval kelas dengan rumus (simamora dalam
Digilib.petra.ac.id, 28 april 2012):= −
Keterangan rs    : rentang skala
m    : nilai tertinggi pada skala
n     : nilai terendah pada skala
b     : jumlah kelas atau kategori yang dibuat
2. Uji validitas
Untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kesahihan butir-butir
pernyataan digunakan korelasi product moment. Pengukuran validitas
tiap-tiap item pernyataan dilakukan dengan mengkorelasikan antara
pengukuran skor item dengan skor variabel (total skor item) dengan
menggunakan taraf signifikansi α sebesar 0,05 atau 5% (Priyatno, 2009:
16).
Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05
dengan kriteria sebagai berikut:
a. Jika r hitung ≥ t tabel (uji 2 sisi dengan sign. 0,05) maka instrumen
atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor
total (dinyatakan valid)
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b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sign. 0,05) maka instrumen
atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap
skor total (dinyatakan tidak valid)
3. Uji realibilitas
Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur,
apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap
konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk mengetahui reabilitas
atau keandalan instrumen penelitian digunakan persamaan Alfa
Cronbach (Priyatno, 2009: 25):
= − 1 1 − ∑
Keterangan: r11 : reabilitas instrumen
k : banyak butir pernyataan∑ : jumlah varian butir
1
2 : varian total
Dengan bantuan SPSS, menggunakan Alfa Cronbach (α). Suatu
variabel dikatakan rearibel jika memberikan nilai Alfa Cronbach (α) > r
tabel (Priyatno, 2009: 26).
4. Uji korelasi product moment
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan
antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi.
Dalam penelitian ini diguakan analisis korelasi product moment pearson
karena menggunakan data skala interval. Korelasi product moment
pearson menggunakan kriteria bahwa nilai korelasi (r) berkisar antara 1
sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua
variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan
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antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan
searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan (X
naik maka Y turun).
Menurut Sugiyono dalam Priyatno (2009: 54), pedoman untuk
memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
0,00 – 0,19 = sangat rendah
0,20 – 0,39 = rendah
0,40 – 0,59 = sedang
0,60 – 0,79 = kuat
0,80 – 1,00 = sangat kuat
Koefisien korelasi pearson dapat kita cari dengan menggunakan
rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 255) := ( )( )
Keterangan : r : koefisien korelasi
x : variabel independen (motivasi)
y : variabel dependen (kinerja)
5. Uji signifikansi koefisien regresi sederhana (uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) signifikan
berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Rumus untuk
mendapatkan nilai t hitung adalah (Singarimbun, 1989: 137):
ℎ = √ − 2√1 −
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Keterangan r : koefisien korelasi sederhana
n : jumlah data atau kasus
Kriteria pengujian dari uji t ini adalah :
a. Ho diterima jika –t tabel ≤ t hutung ≤ t tabel
b. Ho ditolek jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t Tabel
Berdasarkan Probabilitas:
a. Ho diterima jika P value > 0,05




IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan
yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten
Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini,
yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian
masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang
kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.
Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 ( empat
belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Kabupaten Maros
merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi
Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut
berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan
Metropolitan Mamminasata.
Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegan peranan penting
terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang
sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang
dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap
pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan
terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi
wilayah berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
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3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota
makassar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Sebagai sebagai salah satu atribut perangkat negara, kabupaten maros
pun memiliki visi dan misi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Adapun
visi yang akan dituju yaitu “Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan
beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional”. Untuk mencapai visi
tersebut, maka dijabarkanlah dalam misi yang akan dijalankan. Adapun misinya
yaitu :
1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong
secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui
penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan;
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup.
Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah, Badan Kepegawaian
Daerah dan Diklat merupakan salah satu organisasi pemerintah Kabupaten
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Maros yang bertugas untuk menangani berbagai hal mengenai manajemen
kepegawaian dalam lingkup Kabupaten Maros.
IV.1.1 Visi dan Misi
Visi Badan kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros tahun
2010-2015 adalah “terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional
berbasis kompetensi”.
Dalam mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi sebagai berikut:
1. Meningkatkajn kualitas perencanaan, pengembangan karier dan prestasi
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensinya;
2. Meninkatkan pembinaan aparatur dalam rangka mendorong peningkatan
disiplin, kinerja, prestasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui
penerapan reward and punishment.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian yang didukung dengan penyajian data dan informasi
kepegawaian yang cepat dan akurat;
4. Peningkatan kompotensi Sumber Daya Manusia aparatur melalui
pendidikan dan latihan;
5. Peningkatan Kinerja SDM aparatur melalui penataan, penempatan dan
distribusi pegawai secara proporsional sesuai beban kerja dan kebutuhan
riil organisasi.
IV.1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Dalam setiap organisasi yang dijalankan, perlu adanya penjabaran akan
hal-hal apa saja yang dikerjakan dalam organisasi itu. Penjabaran ini ditujukan
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sebagai pengarah para pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugasnya agar
tidak tidak saling tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya.
Begitu pula dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD)
Kabupaten Maros yang  merupakan salah satu organisasi pemerintahan telah
dijalankan dengan prosedur kerja berupa tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Maros nomor 75/XII/2008, tentang
penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, dan tata kerja Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Maros.
Dalam peraturan bupati tersebut telah diatur telah diatur tugas pokok,
fungsi, dan uraian tugas dari kepala BKDD beserta beberapa bidang yang
bersama-sama menjalankan organisasi tersebut. Berikut akan dijelaskan
mengenai tugas pokok, fungsi, dan uraian tugasnya masing-masing.
1. Kepala BKDD
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dipimpin oleh kepala badan
yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang
kepegawaian dan diklat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugasnya seorang kepala BKDD
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah yang
meliputi perencanaan dan pengembangtan karier, mutasi, dan
informasi kepegawaian, kinerja dan keseahteraan pegawai, informasi
dan pengendalian kepegawaian pendidikan dan pelatihan teknis,
pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan
struktural.
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b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian
daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, mutasi
dan informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai,
informasi dan pengendalian kepegawaian pendidikan dan latihan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah
yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, mutasi dan
informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, informasi
dan pengendalian kepegawaian dan diklat pendidikan dan pelatihan
teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan
struktural.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Selain itu ada pula uraian tugas badan kepegawaian daerah dan
diklat yaitu sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan badan kepegawaian daerah dan diklat
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
diselesaikan.
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengaqn bidang tugasnya.
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f. Merencanakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan
daerah bidang kepegawaian sesuai norma, standar, dan proses yang
ditetapkan pemerintah.
g. Merencanakan dan merumuskan kebijakan jangka panjang, jangka
menengah, dan jangka pendek pengembangan kapasitas badan
kepegawaian daerah dan diklat kabupaten serta pengembangan
kapasitas sumber daya aparatur daerah.
h. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan manajemen pegawai
negeri sipil berbasis kompetensi.
i. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil
sesuai dengan kewenangan.
j. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidangy
kepegawaian sesuai dengan urusan dalam tingkatan pemerintahan
k. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan peningkatan kinerja
dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah.
l. Menyelenggarakan pembinaan mental pegawai negeri sipil.
m. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengkoordinasian
pelaksanaan pemutakhiran dan penyajian data pegawai negeri sipil
daerah berbasis teknologi informatika dan komunikasi untuk skala
provinsi dan kabupaten.
n. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas layanan administrasi
kepegawaian dan pemeliharaan tata naskah/arsip kepegawaian.
o. Menyelesaikan urusan kesekretariatan badan.
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p. Menyusun laporan hasilk pelaksanaan tugas badan kepegawaian
daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan.
q. Memimpin, mengatur, membina, da mengendalikan pelaksanaan
tugas pokok badan.
r. Menetapkan kebijakan operasional badan sesuai dengan kebijkan
umum pemerintahan daerah
s. Menetapkan program kerja dan rencana strategis serta
pengembangan program  pendidikan dan pelatihan di wilayah
kabupaten maros.
t. Menetapkan kebijakan fasilitasi dan kerja sama/kemitraan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan program kediklatan.
u. Mekoordinasikan kegiatan kediklatan dengan instansi terkait.
v. Menyelenggarakan pembinaan administrasi kegiatan badan yang
meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum,
dan kesisteman.
w. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada
bupati mengenai pengembangan sumber daya manusia aparatur
sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah kabupaten.
x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas cadan pendidikan dan
pelatihan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.
y. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh




Sekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan
administrasi umum dan program, kepegawaian, dan keuangan serta
penyusunan program dalam lingkungan badan kepegawaian diklat. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Pengkoordinasian pelaksanan kegiatan
b. Pengelolaan urusan umum dan admnistrasi kepegawaian.
c. Pengelolaan administrasi keuangan.
d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan
penyajian data.
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Adapun uraian tugas dari sekretaris dalam menjalankan kegiatannya
dapat dilihat sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas belajar lancar.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan.
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d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani
naskah dinas.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan penyusunan program badan.
g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan badan.
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
pelaksanaan kegiatan.
i. Mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian
data dan informasi.
k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan.
l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan kepegawaian.
m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan.
n. Melaksankan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembianaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan badan.
o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah
tangga badan.
p. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan.
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q. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan penyusunan program badan pendidikan dan latihan.
r. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan badan pendidikan dan latihan.
s. Mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan pendidikan dan
latihan.
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian
data dan informasi.
u. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkunan badan pendidikan dan
pelatihan.
v. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan, dan penghapusan barang.
w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan.
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
3. Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi
Bidang perencanaan, data, dan informasi kepegawaian dipimpin oleh
kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas kepala badan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan
rencana kegiatan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas
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bidang perencanaan, data, dan informasi kepegawaian. Dalam
pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala bidang perencanaan, data, dan
informasi kepegawaian mempunyai fungsi sebagai nberikut:
a. Perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai.
b. Perencanaan dan perumusan kebijakan pengadaan dan
pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah.
c. Peningkatan optimalisasi pengelolaan data dan informasi
kepegawaian melalui sistem informasi dan manajemen kepegawaian.
d. Penyusunan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan
dokumentasi kepegawaian.
e. Pengelolaan administrasi pelaksanaan seleksi calon peserta
pendidikan kedinasan/ikatan dinas, tugas belajar, dan izin belajar.
f. Penyiapan dan penyusunan daftar induk pegawai, bizzeting, dan
daftar urut kepangkatan.
Uraian tugas kepala bidang perencanaan, data, dan informasi
kepegawaian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan data dan informasi
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
b. Mendistrivusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja
kepada DP3S.
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d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Mengumpulkan bahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan informasi, rekrutmen CPNS,
pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural, serta diklat/ujian kedinasan.
g. Merencanakan dan menyiapkan bahan pengusulan dan koordinasi
penetapan formasi CPNS/PNS daerah.
h. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan nomor induk pegawai
(NIP) CPNS daerah.
i. Mengoordinasikan pelaksanaan pengusulan penetapan nomor induk
pegawai (NIP) CPNS daerah.
j. Perencanakan dan menyiapkan bahan kebijakan seleksi berbasis
kompetensi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional.
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan
data dan informasi kepegawaian memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pendidikan dan Latihan
Bidang pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh kepala bidang yang
mempunyai tugas pokok perencanaan dan pengawasan, menyiapkan
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bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis struktural dan diklat
fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang
pendidikan dan pelatihan teknis mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan teknis.
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis umum dan pendidikan
dan pendidikan teknis substantif.
c. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan teknis struktural dan fungsional.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Berikut uraian tugas kepala bidang pendidikan dan pelatihan yang
dijalankakn setiap saat:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja
melalui DP3.
d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
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f. Melaksanakan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan
diklat teknis dan fungsional.
g. Melakukan pendidikan dan pelatihan teknis umum.
h. Melakukan pendidikan dan pelatihan teknis substantif.
i. Melaksanakan penyusunan program diklat teknis umum.
j. Melaksanakan penyusunan program diklat teknis substantif.
k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis.
l. Melaksankan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan diklat
teknis.
m. Melaksankan koordinasi  dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan diklat teknis.
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan
pelatihan teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.
5. Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang mutasi kepegawaian dipimpin oleh kepala bidang yang
mempunyai tugas pokok perencanaan dan pengawasan, menyiapkan
bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kenaikan pangkat
dan KGB serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang mutasi
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan mutasi kepangkatan dan pensiun PNS.
b. Pelaksanaan perpindahan pegawai negeri sipil antar satuan kerja
perangkat daerah, antar wilayah kerja, dan antar instansi.
c. Pemberian layanan dan informasi administrasi kepegawaian.
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d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Uraian tugas kepala bidang mutasi kepegawaian sebagai berikut:
a. Menysun rencana kegiatan bidang mutasi sebagai pedoman dalam
pelaskanaan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja
melalui DP3.
d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Megumpulkan bahan kajian dan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dan pensiun PNS.
g. Merencanakan dan menyiapkan bahan analisis mutasi kepangkatan
dan pensiun PNS.
h. Menyiapkan bahan penetapan dan pengusulan kenaikan pangkat
PNS kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. Menyiapkan bahan penetapan dan pengusulan pensiun PNS
kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Menyiapkan bahan penetapan dan pengusulan pemindahan antar
satuan kerja perangkat daerah, antar wilayah kerja, dan antar
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instansi, PNS kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
k. Menyiapkan bahan kebijakan pemberian layanan dan informasi
administrasi kepegawaian berbasis pelanggan.
l. Memberikan layanan dan informasi administrasi kepegawaian.
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang mutasi
kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atsan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
6. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
Bidang kinerja dan kesejahteraan pegawai dipimpin oleh kepala
bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan dan pengawasan,
menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis kinerja
dan kesejahteraan pegawai, disiplin dan kedudukan hukum pegawai.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, kepala bidang kinerja dan
kesejahteraan pegawai mempunyai fungsi:
a. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi PNS daerah.
b. Penguatan kapasitas badan kepegawaian daerah untuk mendorong
profesionalisme dan kinerja sumber daya aparatur daerah.
c. Melaksanakan manajemen PNS berbasis kompetensi.
d. Pembeinaan, pengawasan, dan pengoordinasian pelaksanaan
manajemen PNS dan pengendalian pelaksanaan peraturan
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perundang-undangan bidang kepegawaian sesuai dengan
kewenangan.
e. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian yang
didukung dengan sistem informasi kepegawaian yang berbasis
teknologi informatika dan komunikasi.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai bidang tugasnya.
Uraian tugas kepala bidang kinerja dan kesejahteraan pegawai
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang kinerja dan kesejahteraan
pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah atau
belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja
melalui DP3
d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk
menghindari kesalahan.
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Merencanakan dan menyipkan rumusan kebijakan teknis penguatan
kapasitas kelembagaan badan kepegawaian daerah dan sumber
daya aparatur.
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g. Merencanakan, menyiapkan bahan analisis, dan mengoordinasikan
pelaksanaan penilaian kinerja kelembagaan dan kinerja sumber daya
aparatur.
h. Menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindakan administratif
pelanggaran dan sengketa hukum serta penetapan kedudukan
hukum PNS.
i. Merencanakan, menyiapkan rumusan kebijakan, dan melaksanakan
pembinaan dan peningkatan derajat kesejahteraan dan kesehatan
PNS.
j. Menganalisis dan menginvestigasi peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian.
k. Melaksanakan konseling dan bina mental PNS.
l. Melaksanakan pemberian penghargaan dan tanda jasa.
m. Menyiapkan bahan analisis dan kebijakan pembinaan disiplen
aparatur.
n. Menyiapkan bahan penyusunan daftar urut kepangkatan.
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kinerja dan
kesejahteraan pegawai dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan daerah, sesuai bidang fungsi masing-masing berdasarkan
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dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
sekretaris daerah atas usul dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
IV.1.3 Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dalam lingkup pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpanga agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, pimpinan juga bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
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Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan orgasnisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
IV.2 Karakteristik Penelitian
Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan
berdasarkan kriteria umur, jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan.
Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Distribusi responden berdasarkan umur
Berdasarkan hasil yang diperoleh, pegawai pada Badan kepegawaian
Daerah dan Diklat Kabupaten Maros bervariasi menurut umur. Hal ini
dapat dilihat dari table berikut:
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur (tahun) Jumlah (N) Persentase (%)
≤ 30 11 21,15
31 – 40 20 38,46
≥ 41 21 40,38
Total 52 100
Sumber; Data sekunder diolah pada tanggal 9 april 2012
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa
pegawai dengan umur 30 tahun kebawah sebanyak 11 orang pegawai
atau sebesar 21,15% dari jumlah keseluruhan pegawai. Pegawai dengan
umur antara 31-40 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 38,46%.
Sedangkan pegawai dengan umur 41 tahun ke atas sebanyak 21 orang
atau sebesar 40,38%.
65
2. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
Adapun distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dari hasil yang
diperoleh dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber; Data sekunder diolah pada tanggal 9 april 2012
Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa dari 52 orang
responden, ada 25 orang responden atau 48.08% berjenis kelamin laki-
laki dan 27 orang responden atau 51.92% yang berberjenis kelamin
perempuan.
3. Distribusi responden berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan pegawai pada Badan kepegawaian Dearah dan
Diklat (BKDD) Kabupaten Maros diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Golongan






Sumber; Data sekunder diolah pada tanggal 9 april 2012
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat
perbedaan jenis golongan yang cukup beragam. Untuk pegawai dengan
golongan I ada 1 orang atau 1,92% dari keseluruhan pegawai. Pegawai
dengan golongan II sebanyak 15 orang atau 28,85%. Pegawai dengan
golongan III sebanyak 31 orang atau 59,62%. Sedangkan pegawai
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dengan golongan IV sebanyak 5 orang pegawai atau 9,62% dari
keseluruhan pegawai.
4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan











Sumber; Data sekunder diolah pada tanggal 9 april 2012
Bedasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian
besar tingkat pendidikan pegawai adalah SI sebanyak 28 orang pegawai
atau 53,85%. Sedangkan yang lainnya, S2 sebanyak 7 pegawai atau
13,64, D.III sebanyak 2 pegawai atau 3,85, SLTA sebanyak 14 pegawai
atau 26,92%, dan SLTP sebanyak 1 orang pegawai atau 1,92%.
IV.3 Deskriptif Variabel Penelitian
IV.3.1 Motivasi Kerja Pegawai di BKDD Kabupaten Maros
Untuk mengetahui gambaran umum tentang tingkat motivasi kerja
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) di Kabupaten Maros
dapat dilihat sebagai berikut:
67




Sangat Cukup ≥ 88,7 2 3.85 3.8
Cukup 83,1 - 88,6 18 34.6 38
Sedang 77,4 - 83 10 19.2 58
Kurang 71,7 - 77,3 12 23.1 81
Sangat Kurang 66 - 71,6 10 19.2 100
jumlah 52
Gambar 3. Motivasi Kerja
Pada tabel dan gambar, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi motivasi
kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Kabupaten Maros,
menunjukkan bahwa sebanyak 18 orang pegawai atau sebesar 34,6% dari
keseluruhan pegawai yang menyatakan bahwa motivasi kerja di BKDD
Kabupaten Maros berada di kategoti cukup, 2 pegawai atau 3,85% menyatakan
sangat cukup, 10 pegawai atau 19,2% menyatakan sedang, 12 pegawai atau














1. Deskriptif indikator kompensasi




Sangat cukup ≥ 8,1 3 5.77 5.77
Cukup 7,1 - 8 4 7.69 13.46
Sedang 6,1 - 7 22 42.31 55.77
Kurang 5,1 - 6 16 30.77 86.54
Sangat kurang 4 - 5 7 13.46 100
Jumlah 52
Gambar 4. Indikator Kompensasi
Berdasrkan tabel distribusi frekuensi indikator kompensasi di atas,
maka dapat diketahui sebanyak 22 orang pegawai atau 42,31%
menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada pegawai, tergolong
sedang. Sedangkan yang lainnya sebanyak 3 orang atau 5,77%
menyatakan sangat cukup, 4 orang atau 7,69% menyatakan cukup, 16
orang pegawai atau 30,77% menyatakan kurang, dan sebanyak 7 orang

















2. Deskrptif indikator kondisi kerja




sangat cukup ≥ 14,2 6 11.54 11.54
cukup 12,9 - 14,1 19 36.54 48.08
sedang 11,6 - 12,8 14 26.92 75
kurang 10,3 - 11,5 5 9.62 84.62
sangat kurang 9 - 10,2 8 15.38 100
jumlah 52
Gambar 5. Indikator Kondisi Kerja
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator kondisi kerja,
didapatkan bahwa sebanyak 19 orang pegawai atau 36,54% menyatakan
bahwa kondisi kerja di BKDD Kabupaten Maros tergolong cukup.
Sedangkan yang lain yaitu 6 orang lainnya atau sebanyak 11,54%
menyatakan sangat cukup, 14 orang pegawai atau 26,92% menyatakan
sedang, 5 orang atau 9,62% menyatakan kurang, dan 8 orang atau
















3. Deskriptif indikator jaminan kerja




sangat cukup ≥ 12,2 3 5.77 5.77
cukup 10,9 - 12,1 20 38.46 44.23
sedang 9,6 - 10,8 14 26.92 71.15
kurang 8,3 - 9,5 9 17.31 88.46
sangat kurang 7 - 8,2 6 11.54 100
jumlah 52
Gambar 6. Indikator Jaminan Kerja
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator jaminan kerja,
didapatkan bahwa sebanyak 20 orang pegawai atau 38,46% menyatakan
bahwa jaminan kerja di BKDD Kabupaten Maros tergolong cukup.
Sedangkan yang lain yaitu 3 orang lainnya atau sebanyak 5,77%
menyatakan sangat cukup, 14 orang pegawai atau 26,92% menyatakan
sedang, 9 orang atau 17,31% menyatakan kurang, dan 6 orang atau

















4. Deskriptif indikator hubungan antar pegawai




sangat cukup ≥ 17 8 15.38 15.38
cukup 15,5 - 16,9 5 9.62 25
sedang 14 - 15,4 21 40.38 65.38
kurang 12,5 - 13,9 8 15.38 80.77
sangat kurang 11 - 12,4 10 19.23 100
jumlah 52
Gambar 7. Indikator Hubungan antar Pegawai
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator hubungan antar
pegawai, didapatkan bahwa sebanyak 21 orang pegawai atau 40,38%
menyatakan bahwa hubungan antar pegawai di BKDD Kabupaten Maros
tergolong sedang. Sedangkan yang lain yaitu 8 orang lainnya atau
sebanyak 15,38% menyatakan sangat cukup, 5 orang pegawai atau
9,62% menyatakan cukup, 8 orang atau 15,38% menyatakan kurang, dan

















5. Deskriptif indikator hubungan antara pegawai dengan pimpinan





sangat cukup ≥ 14,9 19 36.54 36.54
cukup 13,7 - 14,8 12 23.08 59.62
sedang 12,5 - 13,6 15 28.85 88.46
kurang 11,3 - 12,4 3 5.77 94.23
sangat kurang 10 - 11,2 3 5.77 100
jumlah 52
Gambar 8. Indikator Hubungan antara Pegawai dengan Pimpinan
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator hubungan pegawai
dengan pimpinan, didapatkan bahwa sebanyak 19 orang pegawai atau
36,54% menyatakan bahwa hubungan pegawai dengan pimpinan di
BKDD Kabupaten Maros tergolong sangat cukup. Sedangkan yang lain
yaitu 12 orang lainnya atau sebanyak 23,08% menyatakan cukup, 15
orang pegawai atau 28,85% menyatakan sedang, 3 orang atau 5,77%
















6. Deskriptif indikator aktualisasi diri




sangat cukup ≥ 9,2 3 5.77 5.77
cukup 7,9 - 9,1 13 25 30.77
sedang 6,6 - 7,8 12 23.08 53.85
kurang 5,3 - 6,5 13 25 78.85
sangat kurang 4 - 5,2 11 21.15 100
jumlah 52
Gambar 9. Indikator Aktualisasi Diri
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator aktualisasi diri,
didapatkan bahwa sebanyak 13 orang pegawai atau 25% menyatakan
bahwa aktualisasi diri di BKDD Kabupaten Maros tergolong cukup, tetapi
13 orang lainnya atau 25% menyatakan aktualisasi diri di BKDD
kabupaten Maros masih kurang kurang. Kemudian yang lain yaitu 3 orang
lainnya atau sebanyak 5,77% menyatakan sangat cukup, 12 orang


















7. Deskriptif indikator pendidikan dan latihan




sangat cukup ≥ 10,6 8 15.38 15.38
cukup 8,7 - 10,5 30 57.69 73.08
sedang 6,8 - 8,6 12 23.08 96.15
kurang 4,9 - 6,7 1 1.92 98.08
sangat kurang 3 - 4,8 1 1.92 100
jumlah 52
Gambar 10. Indikator Pendidikan dan Latihan
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator pendidikan dan
latihan, didapatkan bahwa sebanyak 30 orang pegawai atau 57,69%
menyatakan bahwa pendidikan dan latihan di BKDD Kabupaten Maros
tergolong cukup. Sedangkan yang lain yaitu 8 orang lainnya atau
sebanyak 15,38% menyatakan sangat cukup, 12 orang pegawai atau
23,08% menyatakan sedang, 1 orang atau 1,92% menyatakan kurang,



















8. Deskriptif indikator penghargaan




sangat cukup ≥ 7,4 6 11.54 11.54
cukup 6,3 - 7, 3 14 26.92 38.46
sedang 5,2 - 6,2 24 46.15 84.62
kurang 4,1 - 5,1 5 9.62 94.23
sangat kurang 3 - 4 3 5.77 100
jumlah 52
Gambar 11. Indikator Penghargaan
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator penghargaan,
didapatkan bahwa sebanyak 24 orang pegawai atau 46,15% menyatakan
bahwa penghargaan di BKDD Kabupaten Maros tergolong sedang.
Sedangkan yang lain yaitu 6 orang lainnya atau sebanyak 11,54%
menyatakan sangat cukup, 14 orang pegawai atau 26,92% menyatakan



















IV.3.2 Kinerja Pegawai di BKDD Kabupaten Maros
Untuk mengetahui gambaran umum tentang bagaimana tingkat kinerja
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) di Kabupaten Maros
dapat dilihat sebagai berikut:




sangat cukup ≥ 31,4 4 7.69 7.69
cukup 29,3 - 31,3 11 21.15 28.85
sedang 27,2 - 29,2 23 44.23 73.08
kurang 25,1 - 27,1 11 21.15 94.23
sangat kurang 23 - 25 3 5.77 100
jumlah 52
Gambar 12. Kinerja
Pada tabel dan gambar, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kinerja
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Kabupaten Maros,
menunjukkan bahwa sebanyak 23 orang pegawai atau sebesar 44,23% dari
keseluruhan pegawai yang menyatakan bahwa motivasi kerja di BKDD
Kabupaten Maros berada di kategoti sedang, 4 pegawai atau 7,69% menyatakan

















21,15% menyatakan kurang, dan 3 orang pegawai atau 5,77% menyatakan
sangat kurang.
1. Deskriptif indikator kualitas




sangat cukup ≥ 8,8 2 3.85 3.85
cukup 8,1 - 8,7 0 0 3.85
sedang 7,4 - 8 18 34.62 38.46
kurang 6,7 - 7,3 20 38.46 76.92
sangat kurang 6 - 6,6 12 23.08 100
jumlah 52
Gambar 13. Indikator Kualitas
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator kualitas, didapatkan
bahwa sebanyak 20 orang pegawai atau 38,46% menyatakan bahwa
kualitas kerja di BKDD Kabupaten Maros tergolong kurang. Sedangkan
yang lain yaitu 2 orang lainnya atau sebanyak 3,85% menyatakan sangat
cukup, 18 orang pegawai atau 34,62% menyatakan sedang, dan 12 orang















2. Deskriptif indikator kuantitas




Sangat cukup ≥ 8,6 2 3.85 3.85
Cukup 7,7 - 8.5 20 38.46 42.31
Sedang 6,8 - 7,6 18 34.62 76.92
Kurang 5,9 - 6,7 8 15.38 92.31
Sangat kurang 5 - 5,8 4 7.69 100
Jumlah 52
Gambar 14. Indikator Kuantitas
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator kualitas, didapatkan
bahwa sebanyak 20 orang pegawai atau 38,46% menyatakan bahwa
kuantitas penyelesaian tugas di BKDD Kabupaten Maros tergolong cukup.
Sedangkan yang lain yaitu 2 orang lainnya atau sebanyak 3,85%
menyatakan sangat cukup, 18 orang pegawai atau 34,62% menyatakan
sedang, 8 orang atau 15,38% menyatakan kurang, dan 4 orang atau

















3. Deskriptif indikator ketepatan waktu




sangat cukup ≥ 7,7 15 28.85 28.85
cukup 7,5 - 7,6 0 0 28.85
sedang 7 - 7,4 27 51.92 80.77
kurang 6,5 - 6,9 0 0 80.77
sangat kurang 6 - 6,4 10 19.23 100
jumlah 52
Gambar 15. Indikator Ketepatan Waktu
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator Ketepatan waktu,
didapatkan bahwa sebanyak 27 orang pegawai atau 51,92% menyatakan
bahwa ketepatan penyelesaian tugas di BKDD Kabupaten Maros
tergolong sedang. Sedangkan yang lain yaitu 15 orang lainnya atau
sebanyak 28,85% menyatakan sangat cukup, 10 orang pegawai atau
19,23% menyatakan sangat kurang, dan tidak ada pegawai yang


















4. Deskriptif indikator kebutuhan akan pengawasan




sangat cukup ≥ 9,4 1 1.92 1.92
cukup 8,3 - 9,3 1 1.92 3.85
sedang 7,2 - 8,2 10 19.23 23.08
kurang 6,1 - 7,1 29 55.77 78.85
sangat kurang 5 - 6 11 21.15 100
jumlah 52
Gambar 16. Indikator Kebutuhan akan Pengawasan
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi indikator pengawasan,
didapatkan bahwa sebanyak 29 orang pegawai atau 55,77% menyatakan
bahwa sistem pengawasan di BKDD Kabupaten Maros tergolong kurang.
Sedangkan yang lain yaitu 1 orang lainnya atau sebanyak 1,92%
menyatakan sangat cukup, 1 orang pegawai atau 1,92% menyatakan
cukup, 10 orang atau 19,23% menyatakan sedang, dan 11 orang atau


















IV.4 Uji Validitas dan Reliabilitas
IV.4.1 Uji Validitas
Setelah dilakukan pengolahan data primer, maka didapat nilai korelasi
antara skor item pernyataan dengan skor total (jumlah seluruh item). Nilai ini
kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 52, maka r tabel sebesar 0,273.
Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk setiap item
pernyataan yang melingkupi variabel motivasi kerja dan variabel kinerja pegawai,
berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dinyatakan valid.
IV.4.2 Uji Reliabilitas
Dari hasil analisis data primer, didapatkan nilai keandalan atau realibilitas
dari item-item pernyataan kuesioner yang kemudian dibandingkan dengan nilai r
tabel pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 52,maka r tabel sebesar
0,273.
Untuk variabel motivasi kerja (X) didapat nilai Alfa Cronbach (α) sebesar
0,777 > 0,273 yang berarti item-item pernyataan kuesioner tentang variabel
motivasi kerja (X) adalah realibel.
Untuk variabel kinerja pegawai (Y) didapat nilai Alfa Cronbach (α)
sebesar 0,349 > 0,273 yang berarti item-item pernyataan kuesioner tentang
variabel motivasi kinerja pegawai (Y) adalah realibel.
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IV.5 Uji Hipotesis
IV.5.1 Uji Korelasi Product Moment
Berdasarkan hasil uji korelasi product moment didapatkan bahwa korelasi
antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai (r) adalah 0,274. Berdasarkan
pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi oleh Sugiyono dalam
Priyatno, maka menunjukkan korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja
pegawai berada pada tingkat korelasi rendah. Sedangkan arah hubungannya
adalah positif. Karena nilai r positif berarti semakin tinggi motivasi kerja maka
kinerjan pegawai juga akan semakin meningkat.
IV.5.2 Uji Signifikansi Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)
Berdasarkan hasil analisis, pengujian variabel bebas (motivasi kerja) dan
variabel terikat (kinerja pegawai) menghasilkan t hitung sebesar 2,015.
Sedangkan nilai t tabel sebesar 2,009. Karena nilai t hitung > t tabel = 2,015 >
2,009, dan nilai P value (0,049 < 0,05) maka Ho ditolak, dan H1 diterima yang
artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara motivasi kerja dengan
kinerja pegawai.
IV.6 Pembahasan Hasil Penelitian
Motivasi Kerja adalah suatu keinginan mendasar yang dimliki oleh
manusia dan merupakan dasar dari segala hal yang dilakukan oleh manusia.
Motivasi yang menurut Alderfer dengan Teori ERG-nya disini meliputi
kompensasi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pegawai, hubungan
antara pegawai dan pimpinan, aktualisasi diri, diklat, dan penghargaan.
Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh informasi bahwa
sebanyak 18 orang pegawai atau sebesar 34,6% dari keseluruhan pegawai
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menyatakan bahwa motivasi kerja di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
(BKDD) Kabupaten Maros tergolong cukup (baik). Hal ini dikarenakan sebagian
besar indikator motivasi dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di BKDD
Kabupaten Maros sudah cukup terpenuhi.
Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
akan dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan
kepadanya yang didasarkan pada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan
kebutuhan akan pengawasan (Bernardin dalam Sudarmanto: 2009). Berdasarkan
hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh informasi bahwa sebanyak 23 orang
pegawai atau sebesar 44,23% dari keseluruhan pegawai menyatakan bahwa
kinerja pegwai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten
Maros tergolong sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar indikator kinerja
pegawai dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di BKDD Kabupaten Maros
masih kurang atau belum terpenuhi. Seperti  kualitas hasil kerja yang masih
kurang dan sistem pengawasan terutama pada hal pemberian sanksi yang belum
diberlakukan secara adil.
Berdasarkan uji korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai,
terbukti ada hubungan yang kurang signifikan antara motivasi kerja dengan
kinerja pegawai. Hal ini dapat dibuktikan pada persamaan korelasi yang
memberikan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,274. Tanda positif (+) yang
diperlihatkan dari koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa meskipun  tingkat
korelasinya rendah, namun berhubungan positif yang artinya jika variabel
motivasi kerja meningkat, maka akan diikuti oleh variabel kinerja pegawai dan
sebaliknya. Apabila variabel motivasi kerja menurun, maka variabel kinerja





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab IV, maka
dapat disimpulkan bahwa secara umum :
1. Sebanyak 18 orang pegawai atau sebesar 34,6% dari keseluruhan
pegawai menyatakan bahwa motivasi kerja di Badan Kepegawaian
Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros tergolong cukup (baik).
2. Sebanyak 23 orang pegawai atau sebesar 44,23% dari keseluruhan
pegawai menyatakan bahwa kinerja di Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat (BKDD) Kabupaten Maros tergolong sedang.
3. Variabel motivasi kerja memiliki hubungan yang kurang signifikan dengan
kinerja  pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten
maros dengan koefisien korelasi sebesar 0,274 atau 27,4%. Nilai 27,% ini
menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya berhubungan dengan motivasi
kerja saja,  tetapi juga memiliki hubungan dengan (100% - 27,4%) =
72,6% variabel lain yang lebih kuat yang tidak diteliti.
VI.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan
sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada pimpinan Badan kepegawaian Daerah dan Diklat
Kabupaten Maros agar memberikan perhatian yang lebih kepada pegawai
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serta memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat meningkatkan
semangat kerjanya. Terutama pada unsur pelaihan dan pendidikan agar
lebih ditingkatkan, mulai dari bahan pelatihan, pemateri, dan semua unsur
pendukung pelaksanaan pelatihan dan pendidikan.
2. Diharapkan bahwa pegawai dapat meningkatkan kinerjanya terutama
pada unsur kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan sistem pengawasan
yang adil.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian dengan
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UNIVERSITAS HASANUDDIN
KUESIONER PENELITIAN
Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai




1. Dengan segala kerendahan hati dan harapan, penulis mohon kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujurnya sesuai
dengan kenyataan yang ada.
2. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data yang kami butuhkan dalam
rangka menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada program sarjana, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dengan Judul
“Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai di Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros”
3. Untuk mencapai maksud tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i
untuk mengisi kuesioner ini dengan memilih jawaban yang telah disediakan.
4. Oleh karena penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademik,
untuk menemukan kebenaran yang ilmiah, maka kami menjamin seluruh
jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan terjaga kerahasiaannya sesuai kode
etik penelitian.
5. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu membantu kami mengisi
kuesioner ini kami mengucapkan terima kasih.
No. responden
KOESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT (BKDD) KABUPATEN MAROS
Identitas Responden :




Masa Kerja : ……………………...
Jabatan : ………………………
Petunjuk :
Aspek-aspek penilaian untuk mengukur hubungan motivasi kerja dengan
kinerja pegawai dengan menggunakan Rating Scale, yaitu mengukur variabel
motivasi dan  kinerja dengan menggunakan skala likert, yaitu:
1. Sangat Cukup (SC) : 5
2. Cukup : 4
3. Sedang : 3
4. Kurang : 2
5. Sangat Kurang : 1
Pilihlah dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia
dalamkuesioner berikut.  Anda diminta dengan hormat memberikan penilaian
dengan mengisi daftar kuesioner ini. Kerahasiaan dari Bapak/Ibu dalam
penelitian ini akan dijamin dan hanya untuk kepentingan ilmiah dan akademis.
Dalam kuesioner ini terdapat 2 (dua) variabel yang menjadi pokok penelitian yaitu






SC C S K SK
1
Kompensasi yang diterima sesuai dengan
pekerjaan yang dikerjakan
2





SC C S K SK
3 Penataan ruang kerja yang nyaman
4 Pencahayaan yang cukup
5
Kelengkapan sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan tugas




SC C S K SK
7
Jaminan keselamatan diri dan jabatan dalam
melaksanakan tugas.
8
Jaminan posisi/jabatan yang tidak mudah
berubah dalam struktur organisasi




SC C S K SK
10
Terjadinya sharing pengetahuan antara
sesama pegawai
11 Kerjasama dalam pelaksanaan tugas
12
Melakukan diskusi dalam menyelesaikan
masalah pekerjaan
13
Keharmonisan hubungan antar personal
dalam tempat kerja
Hubungan Antara Pegawai dan Pimpinan
No. Indikator
Pengukuran
SC C S K SK
14
kebebasan pegawai dalam mengeluarkan
pendapat
15
Dorongan dan dukungan dari pimpinan untuk
mengerjakan tugas dengan baik
16
Tanggung jawab yang diberikan pimpinan
kepada pegawai sesuai dengan tugas dan
kemampuannya
17
Kesempatan yang diberikan kepada pegawai
untuk diikutsertakan dalam rapat yang





SC C S K SK
18
Dalam melaksanakan tugasnya dilakukan
dengan seluruh kemampuan, potensi, dan
kecakapan yang dimiliki
19





SC C S K SK
20
Adanya pelatihan yang diberikan kepada
pegawai sebelum ditempatkan dalam bidang
tertentu
21
Intensitas pengikutsertaan pegawai dalam
kegiatan pendidikan dan latihan.
22
Adanya perubahan perilaku, semangat kerja,




SC C S K SK
23 Adanya pemberian promosi jabatan





SC C S K SK
25
Adanya kesesuaian antara tugas dan
tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai
26





SC C S K SK
27
Intensitas pekerjaan yang terselesaikan
dalam waktu yang singkat
28





SC C S K SK
29
Ketepatan waktu dalam pengerjaan
pekerjaan yang di berikan kepada pegawai
30
Pimpinan memberikan waktu untuk





SC C S K SK
31
Tidak ragu untuk meminta bantuan atau
petunjuk dari pimpinan/pegawai lain untuk
melakukan pekerjaan
32
Pelanggaran yang dilakukan diberi sanksi
yang setimpal
~~~~~~ TERIMA KASIH~~~~~~
DATA ANGKET MOTIVASI KERJA (X)
NO
X TOT
X1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 76
2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 2 1 4 2 3 68
3 5 2 1 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 1 1 3 1 71
4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 83
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 71
6 3 2 3 3 3 2 4 2 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 4 1 2 76
7 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 76
8 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 5 3 2 4 3 4 4 2 85
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 76
10 3 1 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 67
11 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 79
12 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 66
13 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 70
14 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 1 73
15 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 84
16 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 86
17 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 88
18 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 79
19 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 83
20 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 77
21 5 2 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 82
22 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 70
23 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 77
24 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 73
25 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 69
26 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 69
27 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 70
28 4 2 2 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 1 3 3 3 86
29 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 1 3 3 2 72
30 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 5 3 3 3 5 2 3 2 4 4 3 85
31 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 5 3 3 3 5 2 3 2 4 4 2 84
32 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 77
34 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 84
35 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 87
36 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 87
37 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 82
38 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 84
39 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 85
40 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 81
41 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 88
42 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 88
43 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 84
44 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 86
45 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 73
46 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 80
47 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 86
48 4 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 94
49 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 2 4 4 4 92
50 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 4 83
51 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 86
52 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 5 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 82


































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 4 3 4 4 3 4 4 30 26 3 3 2 3 3 3 3 5 25
2 3 3 3 3 3 3 4 1 23 27 4 4 3 3 3 4 3 4 28
3 3 3 4 4 3 3 5 1 26 28 4 3 3 4 3 4 4 3 28
4 4 3 3 3 4 4 4 3 28 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31
5 3 3 4 4 4 4 4 3 29 30 3 4 4 3 4 3 3 2 26
6 3 3 2 3 3 3 3 3 23 31 3 3 3 4 3 4 4 2 26
7 4 5 4 4 4 4 4 3 32 32 4 3 4 4 3 4 4 3 29
8 4 3 5 3 4 3 3 4 29 33 3 4 4 4 4 3 4 3 29
9 3 3 3 3 3 4 4 3 26 34 4 4 2 3 4 3 4 3 27
10 3 4 3 3 4 4 4 4 29 35 3 4 4 4 4 4 4 3 30
11 4 4 4 4 4 4 4 3 31 36 4 4 5 4 4 4 4 3 32
12 4 3 3 4 3 3 5 3 28 37 3 5 2 3 4 3 4 4 28
13 4 3 3 4 3 4 3 4 28 38 3 5 4 3 3 3 3 3 27
14 3 4 5 4 4 3 3 3 29 39 3 4 5 3 4 4 4 3 30
15 3 4 3 4 4 4 4 3 29 40 4 4 4 3 4 4 3 4 30
16 4 4 4 3 3 3 3 2 26 41 4 4 4 4 3 4 4 4 31
17 4 5 3 4 3 4 3 4 30 42 3 5 3 4 3 3 4 3 28
18 3 5 3 3 3 4 3 4 28 43 3 3 3 4 3 3 4 3 26
19 4 4 4 4 4 3 4 5 32 44 4 3 4 4 4 4 4 4 31
20 4 4 4 3 4 4 4 3 30 45 3 3 4 3 3 4 3 3 26
21 4 3 3 3 4 3 4 3 27 46 4 4 3 4 3 3 4 3 28
22 3 3 4 4 3 4 4 3 28 47 3 4 4 4 3 4 4 3 29
23 3 4 4 4 3 4 3 3 28 48 4 4 5 3 4 3 5 5 33
24 4 4 3 4 4 3 5 2 29 49 3 3 3 3 4 4 5 3 28
25 3 4 4 4 4 3 4 4 30 50 4 3 4 4 3 4 3 2 27
51 3 4 3 4 4 3 4 4 29
52 3 3 4 4 4 4 4 3 29




















































































Cases Valid 52 100.0
Excludeda 0 .0
Total 52 100.0










Cases Valid 52 100.0
Excludeda 0 .0
Total 52 100.0




Alpha N of Items
.349 8
Uji Korelasi Product Moment
Motivasi Kerja (X) dengan Kinerja (Y)
Correlations
total x total y
total x Pearson Correlation 1 .274*
Sig. (2-tailed) .049
N 52 52
total y Pearson Correlation .274* 1
Sig. (2-tailed) .049
N 52 52
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Uji Signifikansi Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)
Regression
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .274a .075 .057 2.05736
a. Predictors: (Constant), total x
b. Dependent Variable: total y
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 17.191 1 17.191 4.062 .049a
Residual 211.636 50 4.233
Total 228.827 51
a. Predictors: (Constant), total x






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 21.872 3.272 6.684 .000
total x .083 .041 .274 2.015 .049
a. Dependent Variable: total y
Charts
